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BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH

TAHUN 2005

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 42 TAHUN 2005
TENTANG

PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 8 TAHUN
2004 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS SYARIAT ISLAM DAN KELUARGA SEJAHTERA

KOTA BANDA ACEH
WALIKOTA BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2004

tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Syariat Islam dan Keluarga Sejahtera Kota Banda
Aceh, yang telah mendapat persetujuan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banda Aceh sesuai
dengan Keputusannya Nomor 4 Tahun 2004 tanggal
7 Mel 2004 tentang Persetujuan Dewan Penwakilan
Rakyat Daerah Kota Banda Aceh Terhadap 13 (tiga
belas) Buah Rancangan Qanun untuk menetapkan
Menjadi Qanun Kota Banda Aceh Tahun 2004 untuk
ditetapkan Menjadi Qanun dan telah diundangkan
dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun
2004 MNomor 10, Seri D Nomor 3, perlu segera
dilaksanakan;

bbahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan
dalam suatu Peraturan Walikota,

Mengingat : 1 Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam
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Lingkungan Daeran Propinsi Sumatera Utara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
1092);

. Undang-Undang MNomor 7 Tahun 1988 tentang

Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 49},

. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1899 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nemor 169, tambahan
Lembaran Negara Nomor 3850),

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 temang

Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah
Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3893);

. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Acen
sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4134);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437),

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintan Pusat aan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4438),

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
/i Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1283 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3247)

. Peraturan Pemerintan Nomor 6 Tahun 1988 tentana

Koordinasi Kegietan Instansi Vertikal o1 Daeran
b ]
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988
Nomor 10, Tambahan Lembaran MNegara Nomor
3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Ctonom (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2000 MNomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyeienggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Megara MNomor 4830);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4262);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44
Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan
Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan
Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah
dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 19399 Nomor 70);
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariyah dan
Mahkamah Syariiyah Provinsi di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussaiam;

. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat
Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa
Aceh Tahun 2000 Nomor 20);

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Moemor 10
Tahun 2002 tentang Peradilan Svariat Isiam
(Lembaran Dserah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2002 Nomor 53 Seri E Nomor
14, Tambanan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam Nomor 43,

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11
Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Istam bidang
Agidah, lbadah dan Syiar Islam (Lembaran Daersh
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21,

Menetapkan :

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2002
Nomor 54 Seri E Nomor 15);
_Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Normor 2
Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan dan
Kewenangan Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran
Daerah Provinsi Nanggroe Acen Darussalam Tanun
2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  Nomor
18).

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12
Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya
(Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam Tahun 2003 Nomor 25 Seri D Nomor 12);
Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13
Tahun 2003 tentang Maisir (Lembaran Daerah
Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003
Nomor 26 Seri D Nomor 13);

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14
Tahun 2003 tentang Khahwat (Lembaran Daerah
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003
Nomor. 27 Seri D Nomor 14),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG
PELAKSANAAN QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR & TAHUN 2004 TENTANG SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SYARIAT
ISLAM DAN KELUARGA SEJAHTERA KOTA BANDA
ACEH.

Pasal 1

Qanun Kota Banda Aceh Nomor & Tanun 2004 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam
dan Keluarga Sejahtera Kota Banda Acen, yang telah
diundanakan daiam Lembaran Daseran Kota Banda

~TA



Aceh Tahun 2004 Nomor 10, Seri D Nomor 3, periu
segera dilaksanakan.

Pasal 2

Hal-hal yang menyangkut teknik pelaksanaannya
sebagai penjabaran dari Qanun sebagaimana
dimaksud dalam pasal 1 peraturan ini akan diatur lebih
lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda
Aceh,

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 16 Aoril 2005
07 Rabiul Awal 1426

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,
Cap/Dto

MAWARDY NURDIN
Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 16 April 2005
07 Rabiul Awal 1426

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BANDA ACEH,

Cap/Dto
M. KAMIL YUNUS
BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2005 NOMOR 11.



